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ABSTRAK

Pada sekitar bulan April 2017 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan
oleh Juita Sari. Dalam hal ini tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara *
sengaja menggugurkan kandungan” yang bertempat di dalam rumah terdakwa
jalan jendral Sudirman RT.12 Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kabupaten
Kutai Kartanegara. Berdasarkan putusan tersebut Juita Sari telah terbukti secara sah
melakukan tindak pidana sengaja menggugurkan kandungan.

Dalam kasus Tindak Pidana menggugurkan kandungan dengan terdakwa
Juita Sari, Jaksa telah mendakwakan dalam dakwaan tidak tepat bahwa jaksa dalam
menerapkan dakwaan haruslah sesuai dengan peristiwa, posisi kasus, fakta yang
terjadi dan penafsiran hukum dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar
hukum dalam perkara.

Jaksa Penuntut Umum lembaga Penyidikan merupakan tugas dan
wewenang tidak boleh dicampur didalam membuat dakwaan. Jaksa Penuntut
Umum memiliki kemampuan intelektual dan juga memiliki moral dan integritas
dalam wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan
melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

Kesimpulan yang dapat diambil dari ketidaktepatan dakwaan jaksa dalam
tindak pidana aborsi adalah jaksa dalam dakwaannya tidak tepat akan tetapi hakim
dalam putusannya memutus berdasarkan asas lex specialis legi derogat generalis
karena sudah diatur secara khusus.

Kata Kunci : Tindak Pidana Aborsi, Jaksa Penuntut Umum, Ketidaktepatan.
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ABSTRACT

Around April 2017, a crime was committed by Juita Sari. In this case the
follow-up was carried out by “internationally aborting the womb” which was
housed in the defandant’s house, Jalan Jendral Sudirman RT.12, Loa Kulu Village,
Distritc Loa Kulu, Kutai Kerta Negara Regency. Based on this decision Juita Sari
Bin M. Bahrul proven to have been legally commited to deliberately abort the
womb.

In the case of the Criminal Follow Up abortion with the defandant Juita Sari,
the Prosecutor has charged that the indictment is not in accordance with the
prosecutor in applying the indictment must be in accordance with the policy, the
relevant situation and the interpretation of the law in the regulation of the argument
(choice) or anything related to the case.

The Public Prosecutor’s Office of Investigation is a duty and authority may
not be part of making an indictment. The Public Prosecutor has intellectual abilities
and also has the moral and intelligence in management to make indictments,
organize trials and conduct prosecutions in defense cases.

The conclusion that can be drawn from the inaccuracy of the prosecutor’s
indictment in the abortion court is that the prosectutor in the indictment is incorrect
but the judge in his decision will be divided based on the principle of lex specialis
legi derogat generalis because it the has been specifically available.
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